Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Kwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara
Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:
Sopyan Abas bin Abas Apuaji, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir
SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun lloheluma,
Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;
Apni Mooduto binti Rahmat Mooduto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal
di Dusun lloheluma, Desa Molingkapoto, Kecamatan
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon lI;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar pada Register
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 29 Agustus 2019 dengan
Nomor 138/Pdt.P/2019/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1---mmmee- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 23
November 1998 di rumah Tante Pemohon Il di Desa Molingkapoto, Kecamatan
Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat
Islam dengan wali nikah kakak kandung Pemohon Il bernama Syafrudin
Mooduto, dengan mahar berupa uang Rp24,-, yang bertindak sebagai saksi

adalah Uge Abas dan Ose Mahajani, ijab diucapkan oleh imam desa yang
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bernama Rahmat Doe setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon I,
sedangkan gabul diucapkan langsung oleh Pemohon I,

2.--Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak didaftarkan ke
Kantor Urusan Agama setempat karena hilang buku nikah terkena banijir;
3.Bahwa pada saat menikah status Pemohon | Jejaka dan Pemohon I
Perawan;

4.-----Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan Nasab
(darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon | maupun Pemohon
I tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5.Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut;

6.Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon
Il tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7.~ Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon | dengan Pemohon Il
dikaruniai 4 orang anak yang bernama Tyson Abas, Icon Abas, Isran Abas, dan
Ewin Abas;

8.Bahwa maksud dan tujuan Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan
buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya
perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PRIMAIR :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Sopyan Abas bin Abas Apuaji)
dengan Pemohon Il (Apni Mooduto binti Rahmat Mooduto) yang
dilaksanakan pada tanggal 23 November 1998 di rumah Tante Pemohon Il di

Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
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3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak
pernah datang dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap sikap Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, Hakim
menjatuhkan putusannya karena para pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam
berperkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada
papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali
pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan
ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku |l edisi revisi
tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan
atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara
tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang
pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya
menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang
nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena
para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk
kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka
demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7
ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal

permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
I dan Pemohon Il sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak
pernah hadir dan tidak juga mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya alasan yang
dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa atas sikap Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah tidak serius
dalam melanjutkan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kwandang adalah pelaksana
kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana dan biaya
ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana maksud pasal 57
ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006
dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka
permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak layak untuk diperiksa dan
harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan
pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 89
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006
dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur;;
2. Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kwandang, pada hari Rabu tanggal
18 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 H. oleh
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Rofik Samsul Hidayat, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor :
138/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Risna Baruadi, S.HI.

sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti Hakim

Risnha Baruadi, S.HI Rofik Samsul Hidayat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp.234.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi - Rp. 10.000,-
6. Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.350.000,-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
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